
SALINAN

BUPATI SUBANG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUBANG

NOMOR2 5 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2023 TENTANG

PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

Menimbang : a. bahwa Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan bagi
Masyarakat Miskin telah ditetapkan berdasarkan
Peraturan Bupati Subang Nomor 21 Tahun 2023 tentang
Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat
Miskin;

b
. bahwa untuk menunjang peningkatan kualitas

pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di
Kabupaten Subang, Peraturan Bupati sebagaimana
dimaksud dalam pertimbangan dalam huruf a perlu
dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pembiayaan dan
Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);
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2
. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem

Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4456), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
ytndang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan
Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

3
. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5475);

4
. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

5
. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);
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6
. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

7
. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6887);

8
. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9
.
 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016

tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam
Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018

tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif
Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program
Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 442);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020
tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi luran
Peserta Penerima Bantuan luran Jaminan Kesehatan

,

luran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta
Bukan Pekerja Dengan Manfaat Pelayanan di Ruang
Perawatan Kelas III, Dan Bantuan luran Bagi Peserta
Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan

Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan
Kelas III oleh Pemerintah Pusat Dan/Atau Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 685);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 9 Tahun
2012 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun
2012 Nomor 9);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 5 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
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Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor
5);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 12 Tahun
2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2023

Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Subang Nomor 12);

14. Peraturan Bupati Subang Nomor 21 Tahun 2023 tentang
Pembiayaan Dan Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat
Miskin (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2023
Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2023 TENTANG

PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN BAGI

MASYARAKAT MISKIN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun
2023 tentang Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Bagi
Masyarakat Miskin (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun
2023 Nomor 21), diubah sebagai berikut:

1
. Ketentuan Pasal 4 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat

yakni ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga

Pembiayaan

Pasal 4

(1) Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan di RSUD Subang
dan Rumah Sakit di luar Kabupaten Subang bersumber
dari APBD, sesuai besaran biaya yang ditanggung
berdasarkan tarif RSUD Subang dan Rumah Sakit di
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luar Kabupaten Subang.

(2) Akumulasi pembiayaan yang belum dibayarkan, dapat
dianggarkan dan dibayarkan pada tahun anggaran
berikutnya.

(3) Penetapan tarif pelayanan kesehatan masyarakat
miskin pada RSUD Subang, sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:

a. penetapan tarif pelayanan kesehatan masyarakat
miskin mulai dari tahun 2021 sampai dengan bulan
Februari Tahun 2022, tarif pasien berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 13
Tahun 2012 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan
Kelas 3 (Tiga) Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B
Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten
Subang Tahun 2012 Nomor 13) dan/atau Peraturan
Pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten
Subang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tarif
Pelayanan Kesehatan Kelas 3 (Tiga) Rumah Sakit
Umum Daerah Kelas B Kabupaten Subang
(Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2012
Nomor 13);

b. penetapan tarif pelayanan kesehatan masyarakat
miskin mulai dari tanggal 1 Maret 2022 sampai
dengan tahun 2023, tarif pasien berdasarkan
Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2022 tentang
Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan
Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Subang
(Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022
Nomor 40); dan

c. penetapan tarif pelayanan kesehatan masyarakat
miskin mulai tahun 2024, tarif pasien berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 12
Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Subang
Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Subang Nomor 12).
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Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang

padatanggal 3 Agustus 2024

Pj. BUPATI SUBANG,ttd.IMRAN

Diundangkan di Subang

pada tanggal 3 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

ttd.

ASEP NURONI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2024 NOMOR 95

RYONO. SH.
.
 M.H.

NIP.

ina Tk. I (IV/b)

19680416 200212 1 003

Salinan sesuai dengan aslinva

PA LA BAG I AN UUKLM
.




